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PUTUSAN
Nomor 6258/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mig

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3507032304870001, tempat/tanggal lahir Malang, 23 April

1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai
Pemohon;

melawan
TERMOHON, NIK 3507036508930004, tempat/tanggal lahir Malang, 25
Agustus 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten

Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam

sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05

Nopember 2020 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor

6258/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 05 Nopember 2020, dengan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Pada tanggal 06 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bantur Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor :
618/31/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal

di rumah kediaman orangtua Termohon di Kabupaten Malang selama 8
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tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan
dikaruniai 1 orang anak bernama:

a. ANAKumur8tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Termohon kurang memperhatikan Pemohon ia lebih mementingkan diri
sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

b. Termohon susah dinasehati terkait sikap Termohon yang kurang
menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon diam dan
tidak menghiraukan Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada
Pemohon;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan
Agustus tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke
rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut
diatas selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah
tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Kabupaten Malang;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang
menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/lkuasa hukumnya,

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor
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6258/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 09 Nopember 2020 dan 16 Nopember
2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnyaitu disebabkan halangan yang sah menuruthukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya tidak bercerai
dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 618/31/X/2010 tanggal 06 Oktober

2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, bermeterai

cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat
kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai

saudaraipar Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami

isteri;

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan

Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon
di Kabupaten Malang;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang

anak;

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan

Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 sampai

sekarang sering berselisih dan bertengkar;
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Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Pemohon dengan Termohon, karena Termohon kurang
memperhatikan Pemohon ia lebih mementingkan diri sendiri daripada
kepentingan rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon di rumah kediaman Pemohon dan
Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada bulan Agustus
tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke
rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana
tersebut diatas selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon
dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik,
bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan
dan memperdulikan;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan
Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon
dengan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai
dari Termohon;

2. SAKSI I, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman
di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga
Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami
isteri;

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon
di Kabupaten Malang;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang

anak;
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- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan
Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 sampai
sekarang sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Pemohon dengan Termohon, karena Termohon kurang
memperhatikan Pemohon ia lebih mementingkan diri sendiri daripada
kepentingan rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon di rumah kediaman Pemohon dan
Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada bulan Agustus
tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke
rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana
tersebut diatas selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon
dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik,
bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan
dan memperdulikan;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan
Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon
dengan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai
dari Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan
Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimanaterurai di atas;
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Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu
Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak
sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak menghadap sidang tanpa
alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan
patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125
ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapatdiputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits
Nabi dalam Kitab Hadits Mu’inul Hukkam halaman 96 yaitu:

S e oSla N oa e JB alug ale dl s il O sl e
A Ga Y A sed oy ali Gadliadl)
Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
“barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di
persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia
termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim
membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya
telah mengajukan alatbukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas
nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon

dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
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materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan

mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik,
maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah
terikat pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syaratformal sebagaimana
diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karenaitu keterangan
duaorang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi pertama dan Saksi
kedua Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang
menikah padatanggal 06 Oktober 2010, dan dikaruniai 1 orang anak;

2. Bahwabanarantara Pemohon dengan Termohon pada awalnyarukun dan
harmonis, namun sejak Juli 2019 sampai sekarang sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon ia lebih
mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan dengan pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon adalah sejak lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2019,
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Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua
Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1
tahun 3 bulan hingga sekarang;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan oleh
keluarga Pemohon dan Termohon, baik sebelum maupun sesudah berpisah
tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang memperhatikan
Pemohon ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah
tangga. Akhirnya pada lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2019, Pemohon
pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri
dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 3 bulan hingga
sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah
pecah akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Termohon kurang memperhatikan Pemohon ialebih mementingkan diri sendiri
daripada kepentingan rumah tangga dan tidak ada harapan untuk rukun lagi,
terbukti lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2019, Pemohon pergi
meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri
dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 3 bulan hingga
sekarang. Sebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbatas dan tidak harus
dalam bentuk pertengkaran mulutakan tetapi dapat juga dalam bentuk tindakan
fisik, sehingga tindakan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan
tidak mau pulang lagi hingga sekarang sebagai petunjuk yang memperkuat
terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sekaligus sebagai petunjuk bahwa
hubungan batin antara Pemohon dan Termohon telah putus;

Menimbang, bahwa oleh karenatujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

‘Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
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sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur
ini sudah tidak adalagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan
tidak rukun lagi sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon. Karena
antara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan telah pisah tempattinggal
kurang lebih lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2019, Pemohon pergi
meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri
dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 3 bulan hingga
sekarang, bahkan perselisihan antara keduanya sudah sedemikian rupa
sifatnya dan sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan
mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar
bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon lebih
maslahatdiceraikan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995
tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: “suami istri yang
tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka
rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi
alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan bathin antara Pemohon
dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana
diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau
membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman

Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruumayat 21 yang berbunyi:
d\.a:._)jb._“}n(aiu_ld_a;}\_é_l_u ‘}.\S.a...\_lj l_*JjJ‘ (as_uﬂ_lll vm‘,aildl;dl d\._ul J“‘j
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Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya, ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih
dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda
bagi orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah
(broken marriage), yang berarti hati kedua belah pihak sudah tidak mungkin
dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
Pemohon dengan Termohon bahkan telah terjadi pisah tempattinggal selama
lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan
Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat
sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang dengan
tanpa mempertimbangkan kesalahan ada pada pihak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu
mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah
ayat 227 yang berbunyi:

e arews Al 3 G | ge 3o s

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka
sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ,

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas,
permohonan Pemohontelah memenuhiketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum
angka 1 telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, oleh karena itu dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum angka 1
dikabulkan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan

talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin
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talak raji tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh

karenaitu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 3, Majelis Hakim
berpendapat karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukumIslam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Kabupaten Malang;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember
2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh kami
Drs. MAKMUR, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. MUBAHI, S.H., dan Drs. ABD.
RAZAK PAYAPO, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu
oleh Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggotall, Ketua Majelis,
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H. MUBAHI, S.H. Drs. MAKMUR, M.H.
Hakim Anggotal ll,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti,

Dr. BAYU ENDRAGUPTA,S.Kom., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp. 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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